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ABSTRAK 
Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun menurun dalam 
adat Minangkabau disebutkan “dari ninniak turun ka mamak dari mamak turun ka 
kamanakan” dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan. 
Apabila terjadi sengketa mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaian sengketa 
harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih 
dahulu.. Apabila para pihak tidak puas dengan hasil keputusan Kerapatan Adat 
Nagari maka para pihak dapat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri. 
Seperti pada perkara diwilayah hukum batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts 
tentang waris pusaka tinggi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pengaturan harta pusaka tinggi menurut 
hukum waris adat Minangkabau dan apakah Putusan Pengadilan Negeri 
Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts sudah sesuai atau tidak dengan hukum 
waris adat Minangkabau. diketahui bahwa: 1) Dalam putusan Hakim menyatakan 
bahwa penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 2 
s/d 5 adalah anggota kaumnya. Menurut Hukum adat Minangkabau Mamak Kepala 
waris adalah seorang laki-laki (mamak) tertua dalam suatu kaum yang memimpin 
dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya dengan begitu maka 
konsekuensi hukumnya seharusnya objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum 
para penggugat dan menyatakan para tergugat tidak berhak atas objek perkara. 2) 
putusan hakim tidak sesuai dengan hukum waris adat minangkabau. 
Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Pelaksanaan Waris Pusaka Tinggi. 
  

mailto:ratulesyane@gmail.com
mailto:ikomang.sk@trisakti.ac.id


 2 

A. Pendahuluan 

Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai harta 

peninggalan orang yang meninggal dunia tersebut mengenai bagaimana 

pembagian dan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan mengurus harta 

peninggalannya. 

Menurut soepomo, beliau menerangkan bahwa “hukum waris” itu memuat 

peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan 

barang-barang harta benda dan barang-barang yang berwujud benda dari suatu 

angkatan manusia kepada keturunannya.1 Yang artinya bahwa hukum waris 

tersebut sangat di perlukan dalam mengatur mengenai suatu harta peninggalan 

dari orang yang meninggal dunia, karna apabila tidak ada hukum waris ini maka 

pasti akan terjadi suatu permasalah karena merasa tidak adil dalam pembagian 

terhadap harta peninggalan tersebut. 

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih 

belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih 

demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah 

warisan di indonesia masih belum terdapat keseragaman.2 Hukum waris yang 

saat ini dikenal dan berlaku di masyarakat Indonesia terdapat 3 macam hukum 

waris, yaitu. Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata 

Barat. Setiap macam hukum waris tersebut memiliki sifat dan sumbernya 

masing- masing. Hukum waris adat ada yang bersifat kolektif, mayorat dan 

individual, sedangkan hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Qur’an, hadits 

dan ijtihad. Terakhir ialah hukum waris barat yang diatur berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian3. 

Sehingga akibat dari adanya kematian maka terhadap pewarisannya terdapat 

unsur-unsur dari hukum waris tersebut, yaitu pertama,  harta warisan atau harta 

 
1Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cetakan ke-14 

2015), h. 259. 
2H. Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, 

(Bandung: refika aditama, 2014), h. 3. 
3Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830. 
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yang di tinggalkan dari orang yang meninggal dunia, kedua yaitu pewaris yang 

merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya, yang 

ketiga yaitu ahli waris, merupakan orang yang berhak untuk memelihara dan 

menerima harta yang di tinggalkan dari pewaris.  

Diadat Minangkabau Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh 

secara turun menurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan “dari ninniak turun 

ka mamak dari mamak turun ka kamanakan” dan pada prinsipya harta tersebut 

tidak dapat diperjualbelikan seperti yang terdapat dalam pepatah adat”dijual 

tidak dimakan beli, diagadai tidak dimakan sando”,artinya harta pusaka tinggi 

itu tidak boleh dijual dan digadaikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil 

“mamancang dan malatih”dari orang tua-tua terdahulu, karena itulah setiap 

kaum Minangkabau mempunyai harta pusaka tinggi. Harta pusaka itu 

dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan 

keluarga, terutama pada anak kemenakan. Hal ini menggabarkan bahwa harta 

pusaka merupakan factor yang penting dalam kehidupan masyarakat di 

Minangkabau.4 

Di Minangkabau, hibah adalah pemberian sewaktu hidup yang dinikmati 

oleh sipenerima sewaktu hidup, tetapi haknya baru timbul setelah sipenghibah 

meninggal dunia yang dapat dihibahkan yakni harta yang menjadi hak 

sipemberi hibah.dalam adat Minangkabau , hibah merupakan pemberian 

mamak kepada kemenakan, pemeberian dari bapak kepada anak atau pemberian 

seorang kepada orang lain.5 

Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “Analisis Yuridis erhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi  

menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)”. 

Pokok Permasalahan  

Permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 

 
4Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat 

Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 145. 
5Ibid., h. 447. 
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1. Bagaimana ketentuan pengaturan harta pusaka tinggi menurut hukum waris 

adat Minangkabau? 

2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 

27/Pdt.G/2017/PN Bts sudah sesuai atau tidak dengan hukum waris adat 

Minangkabau? 

 

B. Metode Penelitian 

1. Tipe penelitian  

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Waris Pusaka 

Tinggi menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)” 

merupakan suatu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini berbasis 

pada norma hukum. Baik hukum dalam perundang-undangan, maupun 

hukum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian objek yang dianalisis 

adalah kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 

27/Pdt.G/2017/PN Bts 

2.  Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang 

dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai data seteliti mungkin 

mengenai kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas dan peraturan hukum 

yang telah tersedia. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-

hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di 

dalam kerangka menyusun teori-teori baru.6 

3.  Data dan Sumber Data  

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data 

kepustakaan digolongkan dalam tiga bahan hukum, yaitu;  

a. Bahan Hukum Primer  

 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), h. 10 
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  Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan-bahan 

hukum yang sifatnya mengikat yakni dengan menggunakan aturan 

Hukum Adat Minangkabau, hukum waris adat minangkabau,Putusan 

Pengadilan Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts dan jurisprudensi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan hukum yang dimaksud merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.7 

  Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku literatur, tulisan-

tulisan, makalah dan artikel yang terkait dengan topik sebagai referensi 

penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

  Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum yang  memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan 

adalah mengakses data melalui internet. 

4.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

mempelajari buku-buku ilmiah, buku-buku wajib, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan skripsi ini. Studi kepustakaan dilakukan di 

beberapa tempat, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Trisakti, Perpustakaan Nasional Indonesia, maupun mengkakses data 

melalui internet untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

pembuatan skripsi ini. 

5.  Analisis Data 

Dalam membahas permasalahan, data hasil penelitian disusun secara 

sistematis dan disajikan serta diolah kualitatif untuk mendapatkan jawaban 

yang sitematis mengenai permasalahan mengenai Tinjauan Analisis Yuridis 

Terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi menurut Hukum Waris Adat 

Minangkabau (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 

 
7 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2014), h. 52. 
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27/Pdt.G/2017/PN Bts)”.yang akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Penelitian secara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan 

pada kualitas atau isi dari data tersebut. 

6.  Cara Penarikan Kesimpulan 

Dalam mengambil kesimpulan pada penulisan skripsi ini digunakan 

metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan berdasarkan data yang 

bersifat umum yaitu berdasarkan asas-asas hukum adat dengan data yang 

bersifat khusus yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Waris Pusaka 

Tinggi  menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan 

Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)”. 

 

C. Hasil Penelitian 

Para Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang sudah diwarisi 

turun temurun dalam kaum penggugat (kaum Dt.Bandaro Panjang/Dt. Batuah) 

yakni berupa sawah dan tanah (dahulu kedua-duanya sawah) yang terletak di 

Lurah/Tapi / Bawah Madang, Jorong Tabek, Nagari Tabek, Kecamatan 

Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sawah dan tanah. Objek ini sekarang 

dikuasai oleh Pefni Nelfia pgl ANIK (tergugat 5 ), dari warih Bajawek, amanat 

Nan Bapacik (pesan turun temurun) dalam kaum penggugat bahwa dahulu-

dahulunya objek perkara telah dikuasai oleh kaum para penggugat secara turun 

temurun dan terakhir yakni kira-kira ditahun ± 1920-an dikuasai/dikelola oleh 

kakek para penggugat yang bernama KIDAM GELAR PAKIH MALANO 

(alm) bersama dengan istrinya bernama PIPAH/alm, suku sijangko, 

pengelolaan mana juga bersama-sama dengan 4 (empat) orang anaknya 

bernama : 1. AJI /pr, 2. LUTAN Gelar DT.MARUBUK SATI, 3. UDIN ALIAS 

BUCIN, 4. JAMIN, kesemuanya sekarang sudah meningal dunia; 

Sewaktu atau semasa objek perkara dalam pengelolaan kakek pengggugat 

bersama-sama dengan istri dan anaknya diatas dengan persetujuan kaum 

Dt.Bandaro Panjang/Dt.Batuah atau kaum para penggugat saat itu yaitu kira-

kira ditahun ± 1930-an objek perkara dihibahkan oleh KIDAM GELAR PAKIH 

MALANO/alm kepada anak-anaknya yang berempat diatas, hibah mana dari 
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pesan turun temurun dalam kaum penggugat atau dari warih nan bajawek, 

amanat dan Bapacik hibah tersebut dalam kenagarian Tabek dikenal istilah 

dengan hibah seumur anak atau HIBAH SAMATO; Setelah objek perkara 

dihibahkan seumur anak/hibah semato diatas, maka selanjutnya objek perkara 

dikuasai /dikelola oleh anak-anak yang berempat yaitu 1. AJI /pr, 2. LUTAN 

Gelar DT.MARUBUK SATI, 3. UDIN ALIAS BUCIN, 4. JAMIN dan dari ke-

4 anak kakek penggugat yang terakhir menguasai/menggarap sampai meninggal 

dunia adalah anaknya yang Nomor 2 yaitu bernama LUTAN gelar Dt.Marubuk 

Sati/alm;  Anak kakek penggugat yang bernama LUTAN gelar Dt.Marubuk 

Sati/alm tersebut juga mengelola bersama dengan istri Tuanya bernama : 

JANIN/Pr/alm bersama dengan anaknya bernama : 1. Ruslaini, 2. Kimas, 3. 

Nelson, 4 Mudahar, 5. Martalena yang kemudian tahun 1973 LUTAN gelar 

Dt.Marubuk Sati/ meningeal dunia dan penguasaan dan pengelolaan objek 

perkara dilanjutkan oleh kelima anaknya dan terakhir dikelola oleh Mudahar; 

semasa objek perkara masih dikelola/digarap oleh Mudahar (anak Lutan 

Dt.Marubuk Sati/alm), maka tahun 1974 kaum penggugat sudah meminta 

kepada Mudahar untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum penggugat, 

karena dahulunya hanyalah hibah seumur anak/hibah semato, maka permintaan 

kaum penggugat ini diterima baik oleh Mudahar dan saudara-saudaranya, 

sehingga pada tahun 1974 atau tepatnya pada tanggal 1 Januari 1974 

Mudahar/alm dan saudaranya (Roslaini, Kimas, Nelson, Martalena) beserta 

Janin,pr yang merupakan istri Lutan Dt.Marubuk Sati telah membuat surat 

pernyataan yang intinya bahwa objek perkara benar hibah semato dari kaum 

penggugat dahulunya kepada bapaknya bernama Lutan Gelar Dt.Marubuk sati 

dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1974 mereka juga telah menyerahkan objek 

perkara kepada kaum penggugat termasuk penggugat 1 dan 2 dan 5 sekarang 

walaupun Mudahar dan saudara-saudaranya telah menyerahkan objek perkara 

kepada penggugat pada tahun 1974 tersebut, namun para penggugat tetap 

memperbolehkan pengelolaan/penggarapan dilakukan oleh Mudahar dan 

saudara-saudaranya, akan tetapi ditahun ± 1975 dengan cara melawan hukum 

dan tanpa sepengetahuan/izin kaum para penggugat sebagai pihak yang berhak 
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atas objek perkara telah dirampas /diambil paksa oleh kemenakan dari Lutan 

Gelar Dt. Marubuk Sati yaitu NAWAR, Pr, yang pada saat dirampas terjadi 

pertengkaran antara Mudahar (anak Lutan DT.Marubuk Sati) dengan NAWAR 

(kemenakan Lutan Dt.Marubuk Sati) disawah objek perkara, pertengkaran 

mana menjadi perkara pidana yang kemudian sampai kepada Polisi dan 

Pengadilan Negeri Batusangkar; 

Setelah pertengkaran dan proses pidana di Pengadilan Negeri Batusangkar 

tersebut maka objek perkara selanjutnya tanpa hak dan melawan hukum 

dikuasai oleh Nawar dengan saudaranya bernama Rohana panggilan Ana 

sampai keduanya meninggal dunia dan setelah meninggal dunia sekarang objek 

perkara yaitu sawah objek perkara sub 1 (sawah lurah/Tapi) dikuasai oleh anak 

Nawar/alm bernama Afridwati pgl Ena (Tergugat 4) bersama dengan Bukti 

Nazar pgl Jibut (tergugat 3) dan objek sub 2 dikuasai oleh anak-anak dan cucu 

dari Rohana/alm bernama Mudarlis Pgl Mudar (tergugat 1), Yarnis Pgl Yar 

(tergugat 2) dan Pefni Nelfia pgl Anik (tergugat 5) sampai saat ini yaitu dengan 

cara mendirikan bangunan heller dan kedai, perbuatan para tergugat tersebut 

yang menguasai objek perkara diatas adalah perbuatan yang merugikan hak 

penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (On Recht matige Daad), 

sehingga sangat beralasan pula kiranya objek perkara dikembalikan ke kaum 

para penggugat dengan cara mengosongkan dan atau membongkar bangunan 

milik tergugat ataupun orang lain yang diberi hak oleh para tergugat diatas ; 

Karena penguasaan dan perbuatan para tergugat diatas adalah perbuatan 

melawan hukum yang berakibat kaum para penggugat sangat dirugikan yaitu 

penggugat kehilangan hak/keuntungan atas hasil sawah objek perkara sub 1 

semenjak tahun 1973 s/d sekarang (selama 44 tahun), dimana dalam 1 (satu) 

tahun 2 kali panen, setiap kali panen ditaksir dengan hasil panen 60 Ketiding, 1 

ketiding ditaksir seharga Rp.150.000.,- sehingga jumlah kerugian yang diderita 

penggugat selama 44 tahun ini adalah : 1 tahun x 2 kali Penen x Rp. 9.000.000,-

(60 ketiding x Rp.150.000).,x 44 tahun = Rp.792.000.000,- (Tujuh ratus 

Sembilan puluh dua juta rupiah) atau menurut alur dan patut oleh Pengadilan; 
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Persoalan antara penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan 

secara berjenjang naik bertangga turun yaitu pernah diselesaikan oleh Ninik 

Mamak suku sijangko dengan memberikan keputusan bahwa Objek perkara 

benar kepunyaan Kaum Dt.Bandaro Panjang/Dt.Batuah, terakhir diselesaikan 

oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tabek, namun para tergugat tidak 

mengindahkan/mamatuhinya dan tidak berhasil dan terakhir KAN Kengarian 

Tabek juga sudah. 

 

D. Pembahasan  

1. Ketentuan Pengaturan Sengketa Harta Pusaka Tinggi berdasarkan 

Hukum Adat Minangkabau 

Dalam terminology Minangkabau, harta pusaka disebut harato jo 

pusako. Harato adalah sesuatu milik kaum yang tampak secara material 

seperti rumah gadang, lahan pertanian/perkebunan dan sebagainya yang 

disebut dengan hak ulayat. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi 

turun-temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 

Apabila terjadi sengketa mengenai harta pusaka tinggi maka 

penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus diselesaikan dari tingkat 

yang paling bawah terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat paruik, kaum, suku 

kemudian terakhir barulah ke tingkat nagari. Dalam hal ini pertama 

diselesaikan oleh mamak mamak rumah kedua belah pihak. Apabila tidak 

terselesaikan, maka dilanjutkan ke penghulu suku, apabila masih belum 

terselesaikan juga baru kemudian sengketa tersebut dilanjutkan ke KAN 

dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.  

Menurut Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 

Tahun 2000, Tentang Tugas dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari, Pasal 19 

ayat berbunyi, "Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa 

sako dan Pusako menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari, dalam 

bentuk putusan perdamaian. Ini sejalan dengan apa disebutkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 16, Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan 

Pemanfaatannya, dimana pada Pasal 12 ayat (1), berbunyi, "Sengketa tanah 
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ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut 

ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun" 

dan diusahkan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat 

dalam bentuk keputusan perdamaian”  

Dalam Pasal 1 angka 13 Perda No.2 tahun 2007 Tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Nagari dijelaskan Lembaga Kerapatan Adat Nagari 

merupakan lembaga kerapatan adat ninik mamak yang telah ada dan 

diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara 

kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam 

nigari. Ini menjelaskan bahwa KAN dipercaya untuk menyelesaikan urusan 

sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat. 

Dalam proses penyelesaian sengketa, KAN tidak langsung menerima 

sengketa tersebut untuk diselesaikan di KAN, tetapi terlebih dahulu diminta 

untuk diselesaikan dalam musyawarah di tingkat keluarga, kaum dan 

pesukuan. Seperti kata pepatah adat "karuah di pajaniah, kusuik di 

salasaikan", artinya jika ada masalah atau sengketa dicari dulu jalan 

keluarnya dengan damai. Menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat 

Minangkabau mempunyai mekanisme yang harus dilalui, karena adanya 

lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk 

menyelesaikan suatu persoalan di dalam nagari. Dimulai dari tingkat 

Paruik, jika tidak ada kesepakatan maka naik ke tingkat Kaum yang 

dipimpin oleh Mamak Kepala Waris, jika tidak selesai juga maka naik ke 

tingkat Suku yang di pimpin oleh Mamak Kepala Suku Penghulu Suku, 

namun apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa kurang atau tidak 

puas dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. 

Secara adat Minangkabau penyelesaian sengketa yang terjadi dalam 

masyarakat adat itu diselesaikan dengan istilah pepatah minang "Bajanjang 

Naiak, Batanggo Turun". Bajanjang Naiak artinya setiap persengketaan 

perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. 

Seperti dari tingkat rumah, maka diselesaikan oleh mamak rumah. Apabila 
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ditingkat rumah tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian 

sengketa akan diteruskan ke tingkat kampung. Begitu seterusnya hingga 

ketingkat yang lebih tinggi suku dan nagari. Pada tingkat nagari diselesaikan 

atau dimusyawarahkan pada lembaga KAN Batanggo Turun artinya hasil 

musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang 

yang dituakan dalam adat tersebut diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang 

bersengketa. 

Dalam perkara tersebut para pihak penggugat dan Tergugat ini sudah 

pernah diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun yaitu pernah 

diselesaikan oleh Ninik Mamak suku sijangko dengan memberikan 

keputusan bahwa Objek perkara benar kepunyaan Kaum Dt.Bandaro 

Panjang/Dt.Batuah, terakhir diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) Tabek, namun para tergugat tidak mengindahkan/mamatuhinya dan 

tidak berhasil dan terakhir KAN Kengarian Tabek juga sudah.  

 

2. Analisis Putusan Berdasarkan Pertimbangan Hakim 

Menurut Penulis Pertimbangan Hakim tentang: 1) bukti surat P-VI, P-

VII, P-VIII dan P-IX, oleh karena surat pernyataan tentang hibah semato 

tersebut merupakan pernyataan sepihak oleh Martalena, Y. Dt. Parmato 

Intan, Ismail, S. Pt. Dt. Tuma Alam dan Syawalis Sutan Batuah, yang oleh 

hakim dikesampingkan: 2) terhadap keterangan saksi Penggugat Majelis 

Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi tersebut 

bersifat de auditu, karena pengetahuan saksi saksi hanya berdasarkan cerita 

dan bersifat dangkal karena tidak mengetahui secara detail tentang dari 

mana asal usul objek sengketa berasal serta tentang hibah samato, maka 

Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi de auditu tersebut, 

tidak sah sebagai alat bukti sesuai dengan yurisprudensi yang termuat dalam 

Putusan MARI tgl. 30 April 1988 No. 4057 K/Pdt/1986. Selain itu, 

keterangan saksi de auditu tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai 

sumber untuk mengkonstruksi bukti persangkaan, oleh karena tidak ada alat 

bukti lain yang mendukung keterangan saksi tersebut. 
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Seharusnya bukti (surat pernyataan penggugat) dan keterangan saksi 

penggugat tersebut tidak dikesampingkan oleh majelis hakim, karena proses 

pemindahan kekuasaan atas harta pusaka tinggi ini (dari mamak turun ke 

kemenakan) menurut hukum adat minangkabau dalam istilah adat disebut 

juga dengan pusako bajawek mempunyai ciri-ciri: 

1.  Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya; 

2. Harta tersebut dimiliki secara bersama (kolektif) oleh kaum dan 

digunakan untuk kepentingan bersama; 

3.  Tidak dapat berpindah tangan keluar dari kaum, kecuali memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh seluruh anggota kaum. 

Oleh karena salah satu ciri Pusaka tinggi menurut teori hukum adat 

minangkabau adalah tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya maka 

dengan begitu seharusnya bukti surat P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX dan 

keterangan saksi penggugat, tidak dikesampingkan begitu saja oleh majelis 

hakim. 

Pertimbangan Hakim dalam petitum angka 2 yaitu menyatakan 

penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 2 

s/d 5 adalah anggota kaumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. 

Menurut Hukum adat Minangkabau Mamak Kepala waris adalah 

seorang laki-laki (mamak) tertua dalam suatu kaum yang memimpin dan 

bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya.  

Berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung RI No 1559 K/SIP/1974 

tanggal 26 september 1977 menyatakan bahwa pengurusan harta pusaka 

tinggi terletak dalam mamak kepala waris dalam kaum sedangkan 

pengurusan pusaka rendah pada anak-anak. 

Berdasarkan yurisprudensi Makamah Agung RI No. Reg. 98 

K/SIP/1972 tanggal 5 agustus 1972 menyatakan bahwa mamak kepala waris 

adalah laki laki tertua(umur) dalam kaum bertali darah menguasai harta 

pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak kedalam dan keluar atas 

nama kaum. 
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Karena hakim menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala 

waris dalam kaumnya dengan begitu maka konsekuensi hukumnya 

seharusnya adalah menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka 

tinggi kaum para penggugat dan menyatakan para tergugat tidak berhak atas 

objek perkara. 

 

E. Penutup 

1. Kesimpulan 

a. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun 

menurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan “dari ninniak turun ka 

mamak dari mamak turun ka kamanakan” dan pada prinsipya harta 

tersebut tidak dapat diperjualbelikan seperti yang terdapat dalam 

pepatah adat”dijual tidak dimakan beli, diagadai tidak dimakan 

sando”,artinya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan digadaikan. 

Apabila terjadi sengketa mengenai harta pusaka tinggi maka 

penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi harus di selesaikan dari 

tingkat yang paling bawah terlebih dahulu. Dimulai dari tingkat paruik, 

kaum, suku kemudian terakhir barulah ke tingkat nagari. Dalam hal ini 

pertama diselesaikan oleh mamak mamak rumah kedua belah pihak. 

Apabila tidak terselesaikan, maka dilanjutkan ke penghulu suku, apabila 

masih belum terselesaikan juga baru kemudian sengketa tersebut 

dilanjutkan ke KAN dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. 

Apabila para pihak tidak puas dengan hasil keputusan KAN maka para 

pihak dapat mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan Negeri. 

b. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 

27/Pdt.G/2017/PN Bts Majelis hakim menyatakan penggugat 1 adalah 

mamak kepala waris dalam kaumnya dan penggugat 2 s/d 5 adalah 

anggota kaumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, Karena 

hakim menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris 

dalam kaumnya dengan begitu maka konsekuensi hukumnya 

seharusnya adalah menyatakan bahwa objek perkara adalah harta 
88 
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pusaka tinggi kaum para penggugat dan menyatakan para tergugat tidak 

berhak atas objek perkara, sehingga seharusnya Hakim menyatakan 

objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat. 

Sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan hukum waris adat 

minangkabau hanya karena  bukti surat P-VI, P-VII, P-VIII dan P-IX 

dikesampingkan dan keterangan saksi Penggugat Majelis Hakim 

memberikan penilaian bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat de 

auditu sehingga Hakim tidak bisa menjadikan sebagai alat bukti. 

2. Saran  

a. Seharusanya hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya 

berpatokan kepada yuridis formal semata tetapi juga harus 

memperhatikan hukum yang berlaku dimasyarakat khususnya hukum 

adat yang berasal dari hukum kebiasaan suatu daerah yang cenderung 

tidak tertulis. 

b. Seharusnya hakim mempunyai wawasan yang luas mengenai hukum 

adat dengan cara mengikuti seminar-seminar, diklat-diklat, dan 

menggali hukum adat yang hidup di indonesia baik melalui literatur-

literatur ataupun observasi langsung. 
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